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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian dalam 

pengusahaan jalan tol dan kemudahan kepada badan 

usaha dalam berinvestasi, perlu dilakukan perubahan 

terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk 

Pengusahaan Jalan Tol; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol; 
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Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166); 

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  15 Tahun 2005 tentang 

Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang 

Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6110); 

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 40); 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan 

Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1484); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk 

Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 299); 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 473); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN  MENTERI  PEKERJAAN  UMUM  DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01/PRT/M/2017 TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BADAN USAHA 

UNTUK PENGUSAHAAN JALAN TOL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha 

untuk Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 2017 Nomor 299) diubah sebagai berikut: 

 

1.  Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.  Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan 

Tol adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan 

Usaha melalui Pelelangan atau Negosiasi yang 

selanjutnya mendirikan Badan Usaha Jalan Tol 

untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol. 

2.  Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, badan usaha swasta 

yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum 

asing, atau koperasi. 

3.  Peminat adalah Badan Usaha yang berminat 

mengikuti Pengadaan Badan Usaha untuk 

Pengusahaan Jalan Tol dengan menyampaikan Isian 

Dokumen Prakualifikasi. 

4.  Peserta Pelelangan adalah Peminat yang telah 

dinyatakan lulus Prakualifikasi oleh Panitia, 

diundang oleh Panitia untuk mengikuti tahap 

Pelelangan, dan mengambil Dokumen Permintaan 

Proposal. 
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5.  Panitia adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala 

Badan Pengatur Jalan Tol berdasarkan wewenang 

yang diberikan oleh Menteri, yang memiliki tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Untuk 

Pengusahaan Jalan Tol. 

6.  Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang 

meliputi pendanaan, perencanaan teknis, 

pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau 

pemeliharaan Jalan Tol yang dilakukan oleh 

Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang memenuhi 

persyaratan sesuai ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai kerjasama 

pemerintah dan badan usaha. 

7.  Hubungan Afiliasi adalah: 

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan 

keturunan sampai derajat kedua, baik secara 

horizontal maupun vertikal; 

b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana 

terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau 

dewan komisaris yang sama; 

c. hubungan antara perusahaan dan pihak 

lainnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, mengendalikan atau dikendalikan 

oleh perusahaan tersebut; 

d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang 

dikendalikan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, oleh pihak yang sama; 

dan/atau hubungan antara perusahaan dan 

pemegang saham utama. 

8.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

9.  Studi Kelayakan adalah dokumen kajian yang 

disiapkan untuk menyempurnakan Prastudi 

Kelayakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah di 
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bidang jalan tol dan Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perencanaan pembangunan nasional. 

10. Bangun Guna Serah adalah bentuk kerjasama 

Pengusahaan Jalan Tol di mana Badan Usaha Jalan 

Tol berkewajiban untuk membangun Jalan Tol dan 

fasilitasnya, termasuk pembiayaan, yang dilanjutkan 

dengan pengoperasian dan pemeliharaan dalam 

jangka waktu tertentu serta berhak mendapatkan 

pengembalian modal investasi, biaya pengoperasian 

dan pemeliharaan, serta keuntungan yang wajar, 

dan setelah berakhirnya Perjanjian Pengusahaan 

Jalan Tol, Jalan Tol dan fasilitasnya beserta hak 

pengelolaannya harus diserahkan kepada 

Pemerintah tanpa penggantian biaya apapun. 

11. Bangun Guna Serah dengan Dukungan Pemerintah 

adalah bentuk kerjasama Pengusahaan Jalan Tol 

yang mendapatkan Dukungan Pemerintah, sehingga 

Badan Usaha Jalan Tol hanya berkewajiban untuk 

melaksanakan porsi tertentu atas pembiayaan dan 

konstruksi Jalan Tol dan fasilitasnya, yang 

dilanjutkan dengan pengoperasian dan 

pemeliharaan seluruh Jalan Tol dalam jangka waktu 

tertentu serta berhak mendapatkan pengembalian 

modal investasi, biaya pengoperasian dan 

pemeliharaan, serta keuntungan yang wajar, dan 

setelah berakhirnya Perjanjian Pengusahaan Jalan 

Tol, Jalan Tol dan fasilitasnya beserta hak 

pengelolaannya harus diserahkan kepada 

Pemerintah tanpa penggantian biaya apapun. 

12. Kontrak Operasi dan Pemeliharaan adalah bentuk 

kerjasama Pengusahaan Jalan Tol di mana Badan 

Usaha Jalan Tol berkewajiban untuk memberikan 

jasa layanan operasi dan pemeliharaan dalam 

jangka waktu tertentu untuk mengoperasikan atau 

mendukung pengoperasian suatu Jalan Tol, serta 

berhak mendapatkan biaya pengoperasian dan 


